BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 394 /F-04/ XII/TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DALAM PENETAPAN PEJABAT LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf m
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran
mempunyai tugas menetapkan pejabat lainnya dalam
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Ncgara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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S.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah  Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor S Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 124);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Nomor 11);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja




Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH DALAM PENETAPAN PEJABAT
LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penetapan Pejabat Lainnya
Tahun Anggaran 2021 meliputi :

a.

pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang diberi
wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD;

pejabat pelaksana teknis kegiatan yang diberi wewenang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya,

pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat
bukti pemungutan pendapatan Daerah;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti

penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang
sah;

bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara
pengeluaran pembantu; dan

pengurus barang pengguna dan/atau pembantu
pengurus barang pengguna;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari
2021.




